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Menglngat {f:: ;Ihﬁang-undang Homur 5 tahun 1974

; 45ffi??}ffffif:3;‘Undang-undang Namor 12 Drt.‘Homcrtahun 1957. *ﬁ;
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L E N B A R A N D A E R A H
KABUPATEN‘DAERAH TINGKAT II PACITAN

PERLTURAN D;ERAH KABUPATEN BAERAH TINGKAT II PACITAN__
‘ ncucn 15 TAHUN 1930 SRR
TEITANG - -_ |
ey PENGAMBIIAN SARANG BURUNG ,t;j
DI PABTAI SELATAN KABUPATEN DAERAH
' TINGKAT II PACITAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PACITAN

Menlmbang };1;:bahwa kekayaan alam yang terkandung dalam Kabupaten;7,* "
n_ﬁ;‘r?f;Ffinaerah Tingkat ‘I1. Pacitan’yang dikuasai tleh Peme e

“it. . .. rintah. Daerah xa‘bupaten Daerah Tingkat II Pacitan”
,.lelg_'“antara lain berupa Sarang Burung walet yang terda -

-pat’ di Pantai Selatan Kabupaten Daerah Tingkat [ I1I

0Vl Pacitan, perlu dimanfaatkan sebesar-besarnya -untuk
L N ?;‘kepehtingan Iemrintah Daerah khueusnya kepentingah-l_'

"prOgram pembangunan daerah

"‘ 2;'bahwa untuk menjaga kelestarian dan dalam rangkl me

" .' . "-'.Daerah. S .... e

N

'-..(‘_‘.: R

”2;;Undang-undang quOr 12 tahun 1950

Dengan persetujuan Dewan IErwakilan Rakyat Daerah KabupateniDaerah‘ 53w

Tingkat II Pacitan ,

H E H U T UsSK A N

- ;lnlngkatkan penertiban Berta pengawaean terhadap pe S
_“”f‘fngambilan Sarang Bnrung teraebut dipandang perlu -
‘ -ft'diadakan pengaturan yang ditetapkan dalam PEraturan‘_

. 'Memetapkan PERATURAN DAERAH Ka'bupaten Daerah Tingkat II Pacitan- R
;{f-_if&;i}f':J --;-;fpﬁ-, tentang pengamhijqn sarang burugg di -
PR R S "?-. Pantai Selatan: Ka'bupaten Daerah Tlng'



BAB 1
_KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan lati -
lah ¢ '

Q. Pemerintah Daerah,ialah Pemerintah Eabupaten Dae =
rah Tingkat II Pacitan 3

b Kepala Daerah’ lalah Bupati Kepala Daerah Tingkat -
II Pacitan ;

¢. Sarang Burung, ialah Sarang Burung Walet yang terda
pat d1 Pantal Selatan Kabupaten -
Daerah Tingkat I1I Pacitan 3

d. Pemborong, falah pengusaha yang telah mendapatkan i
jin darl Bupati Kepala Daerah un
tuk memborong pengambilan Sarang-
Burung 3 1

e, Pengusagha, ialah sesorang atau suatu Badan Hukum -
' ' yang mengajukan permohonan - untuk
memborong pengambilan Sarang | Bu
rung kepada Pemrlntah Daerah,

BAB II
KETENTUAN PERIJINAN
Pasal 2

(1) bengelolaan Sarang Burung dilaksanakan dengan Fara
- pemborongan serta mengadakan suatu penawaran umum
kepada para pengusaha yang bernlnat untuk memborong
pengambilan Sarang Burung 3

| (2) Penawaran tersebut pada ayat (1) pasal 1n1 diaju -

kan secara tertulis dan dalam sampul tertutup kepa
da Kepala Daerah ;
/.‘;‘A/:.';‘..: Pasal 3

(1) Sétiap ﬁéngambilan Sarang Burung hanya dapét d}lag
sanakan setelah mendapat 1jin dart Kepala Daerah ;.

(2) Dengan tldak mengurangi ketentuan tersebut dale -
pasal. 6 Peraturan Daerah inl, ijin dlberlkan kepa
da pengusaha yang memasukan penawaran tertlnggi -
dan harus membaYar lunas harga borongan pada waktu




.(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(¢)

(1)

(2)

ijin dlkeluarkan,

Pasal 4

ijin tersebut géiam;pasal;j Pergturan_Dae:ah‘ini -
berlaku selama 1 (satu) tahun 3

Pembahuruan 1jin dapat diberlkan oleh Kepala |Pae
rah apablila pemborong yang beesangkutan telah meme
nuhi persyaratan yahg ditetapkan oleh Kepala Dae‘_
rah,'

Pasal 5

Basil pemasukan uang harga borongan tersebut dalam
pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah ini merupakan M
penlapatan Daerah dan harus disetorkan ke Kas Peme
rintah Daerah ;

Tata cara penyetoran pendapatan tersebut pada éyat
(1) pasal ini, akan diatur kemudian oleh Kepala Da
erahp

BAB 111
. KEWAJIBAN BAGI BPEMBORONG
Pasal 6 /};

Selama melaksanakan pekerjaan pemborongan, setiap-
pemborong wajib mentaati semua ketentuan yang dlte
tapkan oleh Kepala Daerah dibidang tehnis pengam -
bilan sarang burung ;

Kepada pemborbng'yang tidak mentaati ketentuan ter
sebut pada ayat (1) pasal ini, dicabut ijlnya |tan
pa mengembalikan uang borongan tersebut dalam | pa
sal 3 ayat (2) Peraturan Daerah ini,

e
U e
B A B 1V
KETENTUAN PIDANA
Pasal 7

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam!Per
aturan Daerah ini, diancam dengan hukuman atau!den

da sebanyak-banyaknya Rp 50.000,00 (1ima puluh ri
bu rupiah) atau kurungan selama-Iamanya 6 (enam )
bulan 3

Tlndak pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal 1

nli adalam pelanggaran.
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BAB V
KETENTUAN 1AIN-LAIN DAN P:NUTUP
Pasal 8

Hal=-hal yang belum diatur dalam Ibraturan Dae -
rah inl sepanjang mengenai pelaksanaannya akan dltetgg
kan kemudian oleh Kepala Daerah, =

: " Paeal 9

{:;;;11) Peraturan Daerah ini mulai berlaku eejak hari per
tama sesudah diundangkan ; ' :

(2) Se jak berlnnya Peraturan Daerah ini, maka Peratura

an Baerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan | No

mor 411 tahun 1970 tentang Sarang Burung dlnyatakan

tidak berlaku lagi,

: Pacitan, 4 Nopember 1980
BEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN PACITAN

Ketua _ A

Cap. ttd Cap. ttd
SCEJITNO, BA | IMAM HANAPIE,

DIsahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat
I Jawa Timur tanggal 25 April 1984 Homor 187/P tahun 1981,

© An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

m}ﬁistanvsgkretarisjwilayah/Daé;Qh
..Caps ttd

WARSITO RASMAN, MA
Nip. 010 015 749

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten.Daerah Tingkat II
Pacitan tanggal 25 Juni 1981 Nomor 16 Seri B.

An, BURATI KEPALA DAERAE TINGEAT II
.  PACITAN
SEKRETARLS WILAYAH / DAERAH
Cap. TD "
HAE CEN ALRASJID
Nip. 510 CO6 %46
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PENJEI AS AR

ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN
NOMOR 15 TAHUN 1980
TENTANG

PENGAMBILAN SARANG BURUNG

DI
PANTAI SELATAN KABUPATEN DAERAH TK.II
‘ PACITAN

I. PENJEIASAN UMUM

Sarang burung-ﬂalang burung Walet yang terdapat dl aepan -
Jang Pantal Selatan Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan pada daaar
nya merupakan kekayaan alam Kabupaten Daerah Tingkat II Phcitan -
yang dikuasal oleh Pemerintah Daerah. Oleh karenanya perlu dljaga-
" dan dimanfatkan sebalk-balknya untuk pémbangunan demi tercapinya -
‘ kemakmuran rakyat.

Dalam hal ini untuk mencegah kepunahan serta untuk menjmga-
kelestarian burung-burung tersebut, maka perlu diadakan pener%ib-
ah dan pengawasan pengambllannya, sehingga ditetapkanlah Peratﬁran
Daerah Kabmpaten Daerah Tingkat II Pacitan tentang pengambilan' Sa
rang burung dl Pantal Selatan Kabupaten Daerah Tingkat II Phcitan.

II.p ENJELASAE_PASAL—PASAL

Pasal 1 s Cukup Jelas.
Pasal 2 ayat (1) : Pengambilan Sarang Burung di Pantal Selatan Ka
_ bupaten Daerah Tingkat II Pacitan, dllaksanakan
dengan cara mengadakan suatu penawaran umum| ke
o . pada pengusaha-pe:igusaha yang berminat, Naliini
‘ - akan memudahkan kita untuk meéngadakan pengatlras-
- an dan untuk meénghindarkan pengambllan Sarang-
: Burung secara liar.

ayat (2) :ICukup jelas.
Pasal 3 ayat (1) : Cukup jelas.
(2) : Dalam pasal ini dimaksudkan agar bagi penguaaha
- yang telah memasukkan penawaran yang tertlnggi-
. akan dlutamakan perijinannya,
Gt ' Ijin tersebut haru dapat dlberlkan apahila peng

- usaha yang bersagngkutan bersedia mentaatl keten
- tuan yang ditetapkan o¢leh Bupati Kepala Daerah.

Dalam ayat ini dimaksudkan bahwa d%aamping un
tuk memberi kesempatan petugas Pemerintah Dae -
.rah dalam mengadakan pemerlksaan ataslperkeﬁﬁ

Pasal 4 ayat (1)




= 1 =

" bangan sarang burung-sarang burung tersebut, ju-
- ga untuk memberi kesempatan pada'pengﬁsaha iiain
' yang berani memberikan penawaran lebih tinggl da
vl sebelumnya. ‘



